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WALIKOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG
NOMOR : 314 TAHUN 2019

TENTANG
DEWAN SMART CITY KOTA BONTANG

bahwa kota cerdas atau smart city merupakan konsep pengelolaan kota

dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif

dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;

bahwa untuk meningkatkan kolaborasi dan mengintegrasikan sumber daya
antar Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan perlu dibentuk
Dewan Smart City di Kota Bontang.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu
membentuk Dewan Smart City Kota Bontang dengan menetapkan dalam
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Keputusan Walikota

Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan undang-undang,
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
dikalimantan sebagai undang-undang (lembar Negara Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi
publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 pelayanan publik (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 55870 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
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Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Tohun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5679) 4

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyclenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor
189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);

7 Peraturan  Daerah  Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2019 tentang
penunjukkan /pengangkatan pejabat pelaksana Teknis kegiatan (PPTK)
pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Tahun Anggaran
2019.

8  Peraturan Dacrah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
peraturan daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN
Menetapkan

PERTAMA  : Membentuk Dewan Smart City Kota Bontang dengan komposisi dan susunan
personil sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Dewan Bontang Smart City sebagaimana di maksud dalam diktum kesatu
mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberi masukan terhadap kebijakan umum dan arahan strategis
pembangunan Bontang Smart City, tahun 2019-2025 dan RPJMD Kota tahun
2016-2021.

Mclakukan Monitoring evaluasi, dan rekomendasi terhadap implementasi

[

Smart City dalam kurun waktu tertentu.
KETIGA ¢ Dewan Smart City Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu
dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah Kota Bontang.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang,

KELIMA :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bontang

ROT BONTANG
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LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA
BONTANG TENTANG DEWAN SMART
CITY KOTA BONTANG

NOMOR  :314

TANGGAL :28 MEI 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA
DEWAN SMART CITY DI KOTA BONTANG

1. Ketua : Walikota Bontang
2. Pengarah

a
b.

o a o

bz )

. Ketua DPRD

Wakil Walikota

Kajari Bontang

Kapolres Bontang

Dandim Bontang

Ketua Pengadilan Negeri Bontang
Ketua MUI Bontang

3, Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
4. Sekretaris

a

b.
c.
d.

€.

. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah

Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah
Asisten Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

5. Anggota

D)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9

Inspektur

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

10) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian

11) Kepala Dinas Ketenagakerjaan

12) Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
13) Kepala Dinas Lingkungan Hidup
14) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
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15) Kepala Dinas Perhubungan

16) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

17) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
18) Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

19) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

20) Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21)Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
22) Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

23) Direktur RSUD Taman Husada Kota Bontang

24)Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

25)Rektor STITEK Bontang

26) Rektor STTIB Yabis Bontang

27) Rektor Universitas Trunajaya Bontang

28) Kepala Cabang Telkom Bontang

29) Kepala Cabang Bank Kaltimtara Bontang
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